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I.   PENDAHULUAN

Universitas Terbuka (UT)  sebagai institusi pendidikan tinggi dengan sistem belajar jarak jauh (SBJJ), menyelenggarakan pendidikan melalui pemanfaatan jaringan dan kemitraan yang luas, dengan berbagai pihak yang relevan di dalam maupun di luar negeri. Jaringan dan kemitraan ini merupakan ciri esensial dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh.

Dalam menjalankan program pendidikan tinggi jarak jauh, UT tidak hanya memberi layanan kepada mahasiswa secara individual, tetapi juga memberi pelayanan kepada institusi atau lembaga, untuk program peningkatan kemampuan sumberdaya manusianya. Layanan seperti ini dapat dilakukan secara khusus. Dalam pelaksanaannya diperlukan perjanjian kerja sama.

Sesuai dengan konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, UT tidak hanya terbatas melayani masyarakat pada bidang formal pendidikan tetapi juga dalam bidang-bidang lain seperti penelitian, pengabdian masyarakat, pemberian jasa dan konsultansi dalam bidang instruksional, pelatihan, penataran tutor, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan adanya pengaturan yang jelas tentang berbagai hal yang berkaitan, seperti jenis program yang ditawarkan, unit yang melaksanakan, cara melaksana-kan, pendanaan, pemantauan, evaluasi, dan sebagainya. Aturan ini disusun dalam bentuk Pedoman Kerjasama UT yang mengacu kepada Rencana Strategi (RENSTRA) UT, Rencana Operasional (RENOP) UT, Fokus Angka Partisipasi Mahasiswa, Peningkatan Kualitas Kinerja, dan Sistem Jaminan Kualitas UT butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 40, 41, dan 47.  Pedoman ini dimaksudkan agar semua unsur di lingkungan UT dapat memahami prosedur dan mekanisme kerjasama yang tertib, efektif, dan efisien.

II.  TUJUAN

Pedoman Kerjasama UT disusun sebagai acuan bagi UT dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan kerjasama. Di dalam pedoman ini di jelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama mulai dari perintisan, pengesahan, penyelenggaraan, dan pemantauan, sampai dengan evaluasi. UT perlu menyusun Pedoman Kerjasama ini agar dapat memberikan layanan prima kepada mitra kerja.

III.  RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang dibahas dalam buku Pedoman Kerjasama ini  mencakup empat tahapan kegiatan yaitu tahap: 

1. Perintisan Program Kerjasama

2. Pengesahan Program Kerjasama

3. Penyelenggaraan Program Kerjasama
4. Monitoring dan Evaluasi Program Kerjasama
Pengertian Umum, Jenis, dan Sifat Kerjasama

1. Unit


Adalah semua unit yang ada di lingkungan Universitas Terbuka, baik di Pusat maupun di UPBJJ-UT,  yang diwakili oleh kepala unit atau pimpinan unit yang ditunjuk.

2.
Kelompok 


Adalah gabungan dua orang atau lebih pegawai UT yang tidak mewakilii individu atau unit, misalnya kelompok dosen bidang studi, ikatan profesi dan lain-lain.

3.
Individu


Adalah setiap pegawai UT yang memiliki keahlian tertentu, jaringan atau akses dengan pihak lain yang memungkinkan terjadinya kerjasama.
4.  
Pengertian Kerjasama 


Kerjasama adalah kesepakatan antara UT dengan mitra kerja dan di dalamnya terdapat program atau kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan bersifat saling menguntungkan.

5.   
Jenis Kerjasama 



Kerjasama antara UT dengan mitra kerja dapat dilakukan baik dalam bidang sistem pendidikan jarak jauh (dalam hal ini menyangkut Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti pendidikan,  penelitian, dan pengabdian masyarakat) maupun bidang lain, seperti pelatihan instruktur, pelatihan keterampilan komputer, pelayanan jasa dan konsultansi dalam bidang instruksional secara umum, pelatihan tutor, pelatihan manajemen, dan sebagainya.

6.   
Sifat Kerjasama 


Kerjasama yang dijalin antara UT (baik secara individual, kelompok atau unit) dengan mitra kerjanya bersifat institusional dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak.

IV.  PROSEDUR DAN MEKANISME KERJASAMA
Prosedur dan mekanisme kerjasama diatur berdasarkan tahapan kerjasama yang meliputi tahap perintisan, pengesahan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi.

A.
Tahap Perintisan

1.  
Deskripsi Kegiatan



Kegiatan perintisan program kerjasama adalah  kegiatan awal yang dilakukan baik oleh individu, kelompok maupun unit untuk memulai atau mempelopori terjadinya hubungan kerjasama dengan institusi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UT.

2.  Alur Kerja




1
2
3
     Tidak
   









  Ya


      Tidak
5
4


                                        Ya

3.  Langkah kerja 

	No
	Proses


	Langkah

Kerja
	Waktu
	Petugas

	1
	Perintisan Kerjasama
	1. Melakukan pembicaraan awal dengan mitra kerja.

2. Menentukan penghubung baik di UT maupun di tempat mitra kerja
	1 hari

1 hari
	Unit Kerja / Staf

	2
	Penyusunan proposal kerjasama
	2.1 Menentukan bidang dan ruang lingkup kerjasama.

        Kerjasama meliputi bidang:

· Pendidikan

· Konsultansi

· Penelitian

· Abdimas

2.2 Menyusun proposal kerjasama.

2.3 Menyampaikan proposal kerjasama kepada Pembantu Rektor Bidang Kerjasama.
	 1 hari

7 hari

1 hari
	Pimpinan Unit Kerja / Staf

	3
	Pembahasan proposal kerjasama
	3.1 Mempelajari proposal kerjasama. 

3.2 Mengundang unit terkait untuk pembahasan proposal.

3.3 Melakukan pembahasan bersama.

3.4 Memutuskah kelayakan proposal kerjasama.
	2 hari

1 hari

1 hari

1 hari
	PR Bidang Kerjasama, Humas, dan Pengem-

bangan Institusi



	4
	Pengajuan rencana kerjasama
	4.1 Menyempurnakan proposal/rencana kerjasama.

4.2 Mengajukan rencana kerjasama kepada Rektor.
	3 hari

1 hari
	PR Bidang Kerjasama, Humas, dan Pengem-

bangan Institusi

	5
	Penelaahan rencana kerjasama
	5.1 Menelaah rencana kerjasama (bila perlu mengundang unit kerja / staf yang membuat proposal).

5.2 Memberikan tanggapan rencana kerjasama:

· Setuju

· Tidak setuju

· Setuju dengan penyempurnaan.
	2 hari

2 hari


	Rektor


4.  
Deskripsi Langkah Kerja



a.
Perintisan kerjasama dapat dilakukan atau diprakarsai oleh individu, kelompok, unit, atau UT secara institusional. Perintisan dilaksanakan atas sepengetahuan atau izin kepala unit masing-masing atau Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, Humas, dan Pengembangan Institusi.



b.
Hasil perintisan kerjasama dilaporkan secara tertulis kepada Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, Humas, dan Pengembangan Institusi dengan diketahui oleh pimpinan unit untuk dipelajari sebelum dilaporkan kepada Rektor.

c. Rencana kerjasama yang dianggap layak untuk dilaksanakan selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang. 

d. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, Humas, dan Pengembangan Institusi melaporkan hasil pembahasan rencana kerjasama kepada Rektor.

e. Rektor memberikan tanggapan (setuju/tidak setuju) tentang rencana kerjasama.

f. Rencana kerjasama yang telah disetujui Rektor selanjutnya ditindak-lanjuti oleh Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, Humas, dan Pengembangan Institusi untuk diteruskan pada tahap pengesahan

B.
Tahap Pengesahan

1.  
Deskripsi Kegiatan

Kegiatan pengesahan program kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang diawali dari penyusunan Naskah Kerjasama  hingga terlaksananya penandatanganan Naskah Memorandum Kesepakat-an dan atau Perjanjian Kerjasama.


2.   Alur Kerja




1
2
3
     Tidak
   








 Ya





4



3. Langkah kerja 

	No
	Proses
	Langkah

Kerja
	Jadwal
	Petugas

	1
	Pembentukan Tim Penyusunan Naskah MOU
	1.1 Membentuk Tim Penyusunan Naskah MOU.

1.2 Penerbitan SK Rektor dan atau Surat Tugas TIM.

1.3 Memberikan pengarahan kepada Tim.
	
	PR Bidang Kerjasama

	2
	Penyusunan Draft Naskah MOU
	2.1 Melakukan negosiasi dengan mitra kerja.

2.2 Meminta persetujuan senat jika materi kerjasama tidak ada hubungannya dengan visi UT.

2.3 Mempersiapkan Draft Naskah MOU.


	 .
	PR Bidang Kerjasama

Tim

	3
	Pembahasan Naskah MOU
	3.1 Menentukan jadwal dan tempat pembahasan.

3.2 Mengundang Mitra  Kerjasama atau menghadiri undangan untuk pembahasan bersama.

3.3 Melakukan Pembahasan bersama.

3.4 Menyepakati Naskah MOU final.
	
	TIM dan Mitra Kerja



	4
	Penandatangan MOU
	5.1 Menentukan Pejabat Penandatangan Naskah MOU.

5.2 Menentukan jadwal dan tempat penandatangan naskah MOU.

5.3 Melakukan upacara penandatangan naskah MOU.
	
	PR Bidang Kerjasama




4.  Deskripsi Langkah Kerja 

a. Dengan melibatkan perintis kerjasama, Pembantu Rektor Bidang Kerjasama melakukan negosiasi/pembahasan draft Naskah Memorandum Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan calon mitra kerjasama. 

b. Apabila materi kerjasama menyangkut hal-hal yang tidak berhubungan dengan visi UT, maka materi tersebut harus mendapat persetujuan dari pimpinan Senat UT.

c. Apabila telah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak, lalu dilakukan penanda tanganan Naskah Memorandum Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama. Penanda tanganan dilakukan oleh Rektor UT atau pejabat yang ditunjuk. 

d. Penanda tanganan Naskah Memorandum Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh ke dua belah pihak.

C.
Tahap Penyelenggaraan

1.  
Deskripsi Kegiatan


Kegiatan penyelenggaraan program kerjasama adalah rangkaian kegiatan sehingga terlaksananya program-program kerjasama sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. 
Alur Kerja




1
2
3
     Tidak
   








 Ya



5
4


                                        

3.  
Langkah kerja 
	No
	Proses
	Langkah

Kerja
	Jadwal
	Petugas

	1
	Pembentukan Tim Teknis
	1.1 Membentuk Tim Teknis di UT.

1.2 Mengkonfirmasi tim teknis dengan mitra kerja.

1.3 Memberikan pengarahan kepada  tim teknis
	
	PR Bidang Kerjasama

	2
	Penyusunan Draft Juklak dan Juknis
	2.1 Berkonsultasi kepada mitra kerja.

2.2 Menyusun draft Juklak dan Juknis.
	 .
	Tim Teknis



	3
	Pembahasan Draft Juklak dan Juknis
	3.1 Menentukan jadwal dan tempat pembahasan.

3.2 Mengundang tim teknis dari mitra kerja.

3.3 Melakukan Pembahasan bersama.

3.4 Menyepakati Juklak dan Juknis Final.
	
	TIM dan Mitra kerja



	4
	Penandatangan Juklak dan Juknis
	4.1 Menentukan Pejabat Penandatangan Juklak dan Juknis.

4.2 Menentukan jadwal dan tempat penandatangan Juklak dan Juknis.

4.3 Melakukan upacara penandatangan Juklak dan Juknis.
	
	PR Bidang Kerjasama



	5
	Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama
	5.1 Menyerahkan program kerjasama kepada PR Bidang Operasional.

5.2 Menyusun pedoman dan panduan yang diperlukan.

5.3 Melaksanakan kegiatan program kerjasama di Unit Terkait.
	
	PR Bidang Kerjasama

PR Bidang Operasional

Unit Kerja Terkait


4.  Deskripsi Langkah Kerja

a. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama membentuk/menunjuk tim pelaksana kerjasama antara UT dengan mitra kerjasama yang disebut dengan tim teknis. Tim teknis terdiri dari penanggung jawab dan pelaksana/anggota 

b. Perintis kerjasama diprioritaskan menjadi pelaksana/anggota tim teknis. 

c. Bila Perjanjian Kerjasama membutuhkan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama maka yang pertama-tama dilakukan oleh tim teknis adalah menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama (JUKLAK) dan apabila perlu, dapat disusun pula dalam bentuk Petunjuk Teknis (JUKNIS). Penyusunan Juklak dan Juknis ini difasilitasi oleh Pembantu Rektor Bidang Kerjasama.

d. Penandatanganan Naskah JUKLAK/JUKNIS Kerjasama dilakukan oleh Pembantu Rektor terkait atau pejabat yang ditunjuk. 

e. Penyelenggaraan kerjasama harus melibatkan unit kerja terkait sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya salah satu dari kepala unit terkait tersebut bertindak sebagai penanggung jawab teknis. 

f. Tugas tim teknis kerjasama adalah

1) Membahas, merumuskan dan menyusun JUKLAK dan/atau JUKNIS  bersama mitra kerja.

2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, JUKLAK dan/atau JUKNIS yang telah disepakati.

3) Melaporkan secara berkala kegiatan kerjasama kepada Pembantu Rektor Bidang Kerjasama.

D.
Tahap Monitoring dan Evaluasi

1.  
Deskripsi Kegiatan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program kerjasama adalah Kegiatan pemantauan yang dilakukan secara bersama-sama oleh UT dan mitra kerjasama. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap aspek-aspek yang diselenggarakan dalam perjanjian kerjasama  dan pelaksananaanya didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Rektor dan dan Pembantu Rektor Kerjasama. 

2. 
Alur Kerja



1
2
3
 4
   






6
5



                                        



3.  
Langkah kerja 

	No
	Proses
	Langkah  Kerja
	Jadwal
	Petugas

	1
	Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi
	1.1 Menentukan tujuan Monitoring dan Evaluasi (Monev).

1.2 Mengidentifikasi unit kerja & staf yang akan masuk dalam TIM.

1.3 Menentukan Tim Monev.
	
	PR Bidang Operasional

	2
	Penentuan aspek dan unsur Monev
	2.1 Mengundang unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan program.

2.2 Menentukan aspek dan unsur Monev meliputi: 

· Tahap persiapan program.

· Tahap Pelaksanaan program.

· Hasil penyelenggaraan program.
	 .
	Tim Monev



	3
	Penentuan jadwal dan responden Monev
	3.1 Menentukan jadwal dan perkiraan biaya Monev.

3.2 Menentukan sasaran dan responden Monev.
	
	Tim Monev 

	4
	Penyiapan instrumen Monev
	4.1 Menentukan metode yang akan digunakan.

4.2 Menyusun instrumen yang akan digunakan.
	
	Tim Monev

	5
	Pelaksanaan Monev
	5.1 Membuat surat tugas pelaksanaan Movev.

5.2 Memberikan pengarahan kepada Petugas Monev.

5.3 Menggandakan instrumen yang akan digunakan.

5.4 Melaksanaan Monev baik di UT Pusat maupun di UPBJJ-UT meliputi:

· Tahap persiapan program.

· Tahap Pelaksanaan program.

· Hasil penyelenggaraan program.
	
	PR Bidang Operasional

Tim Monev

Petugas Monev

	6
	Penyusunan laporan Monev
	6.1 Mengumpulkan instrumen Monev yang telah diisi.

6.2 Melakukan analisis data.

6.3 Menentukan sistematika pelaporan.

6.4 Menyusun laporan Monev.

6.5 Menyampaikan laporan Monev kepada PR Bidang Operasional dan PR Bidang Kerjasama.
	
	Tim Monev


4.  Deskripsi Langkah Kerja

a. Penyelenggaraan kerjasama dimonitor secara terus-menerus oleh unit penanggung jawab teknis di bawah koordinasi Pembantu Rektor Bidang Kerjasama.

b. Pemantauan dilakukan terhadap semua aspek yang terdapat di dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.

c. Pelaksanaan monev didasarkan atas kesepakatan bersama antara UT dengan mitra kerjasama yang mengacu pada Perjanjian Kerjasama.

d. Hasil monev dilaporkan secara tertulis kepada Mitra Kerjasama, Rektor, Pembantu Rektor Bidang Kerjasama.


V.  INDIKATOR HASIL KERJA DAN PENGUKURANNYA
Pada setiap proses kegiatan akan menghasilkan produk yang berupa satuan hasil kerja. Dari prediksi besarnya volume satuan hasil kerja dapat digunakan untuk menentukan jumlah waktu dan tenaga yang diperlukan pada setiap kegiatan

Satuan hasil dalam setiap proses kegiatan  kerja sama sebagai-mana tersebut pada tabel berikut.

A.
Indikator Hasil Kerja dan Pengukuran Kegiatan Perintisan

	No
	Butir Kegiatan
	Waktu
	Hasil Kerja
	Petugas
	Akurasi

	1
	· Melakukan pembicaraan awal dengan mitra kerja.

· Menentukan penghubung baik di UT maupun di tempat mitra kerja
	1 hari 
	Menetapkan Contack Person
	Unit Kerja / Staf
	100%

	2
	· Menentukan bidang dan ruang lingkup kerjasama.

· Menyusun proposal kerjasama.

· Menyampaikan proposal kerjasama kepada Pembantu Rektor Bidang Kerjasama.
	1 Ming-gu
	Proposal Kerjasama
	Pimpinan Unit Kerja / Staf
	100%

	3
	· Mempelajari proposal kerjasama. 

· Mengundang unit terkait untuk pembahasan proposal.

· Melakukan pembahasan bersama.

· Memutuskah kelayakan proposal kerjasama.
	2 ming-gu
	Persetujuan PR Bidang Kerjasama 
	PR Bidang Kerjasama


	100%

	4
	· Menyempurnakan proposal/rencana kerjasama.

· Mengajukan rencana kerjasama kepada Rektor.
	4 hari
	Proposal Final
	PR Bidang Kerjasama


	100%

	5
	· Menelaah rencana kerjasama (bila perlu mengundang unit kerja / staf yang membuat proposal).

· Memberikan tanggapan rencana kerjasama:
	3 hari
	Persetujuan Rektor
	Rektor
	100%


B.
Indikator Hasil Kerja dan Pengukuran Kegiatan Pengesahan

	No
	Butir Kegiatan 
	Waktu
	Hasil Kerja
	Petugas
	Akurasi

	1
	· Membentuk Tim Penyusunan Naskah MOU.

· Penerbitan SK Rektor dan atau Surat Tugas TIM.

· Memberikan pengarahan kepada Tim.
	2 ming-gu
	SK/ST Tim Penyususunan Naskah MOU
	PR Bidang Kerjasama
	100%

	2
	· Melakukan negosiasi dengan mitra kerja.

· Meminta persetujuan senat jika materi kerjasama tidak ada hubungannya dengan visi UT.

· Mempersiapkan Draft Naskah MOU.
	2 ming-gu
	Draft MOU/PKS
	PR Bidang Kerjasama

Tim
	100%

	3
	· Menentukan jadwal dan tempat pembahasan.

· Mengundang Mitra  Kerjasama atau menghadiri undangan untuk pembahasan bersama.

· Melakukan Pembahasan bersama.

· Menyepakati Naskah MOU final.
	2 ming-gu
	Naskah MOU/PKS Final
	TIM dan Mitra Kerja


	100%

	4
	· Menentukan Pejabat Penandatangan Naskah MOU.

· Menentukan jadwal dan tempat penandatangan naskah MOU.

· Melakukan upacara penandatangan naskah MOU.
	1 ming-gu
	MOU/PKS yang telah di Ttd 
	PR Bidang Kerjasama


	100%


C.
Indikator Hasil Kerja dan Pengukuran Penyelenggaraan Kerjasama

	No
	Butir Kegiatan 
	Waktu
	Hasil Kerja
	Petugas
	Akurasi

	1
	· Membentuk Tim Teknis di UT.

· Mengkonfirmasi tim teknis dengan mitra kerja.

· Memberikan pengarahan kepada  tim teknis
	1 ming-gu
	Tim Teknis 
	PR Bidang Kerjasama
	100%

	2
	· Berkonsultasi kepada mitra kerja.

· Menyusun draft Juklak dan Juknis.
	.1 ming-gu
	Draft  Juklak/ Juknis
	Tim Teknis


	100%

	3
	· Menentukan jadwal dan tempat pembahasan.

· Mengundang tim teknis dari mitra kerja.

· Melakukan Pembahasan bersama.

· Menyepakati Juklak dan Juknis Final.
	2 ming-gu
	Juklak/ Juknis Final
	TIM dan Mitra kerja


	100%

	4
	· Menentukan Pejabat Penandatangan Juklak dan Juknis.

· Menentukan jadwal dan tempat penandatangan Juklak dan Juknis.

· Melakukan upacara penandatangan Juklak dan Juknis.
	2 hari
	Juklak/ Juknis yang telah di Ttd
	PR Bidang Kerjasama

dan Tim
	100%

	5
	· Menyerahkan program kerjasama kepada PR Bidang Operasional.

· Menyusun pedoman dan panduan yang diperlukan.

· Melaksanakan kegiatan program kerjasama di Unit Terkait.
	1 hari

2 ming-gu

1 – 4 tahun
	Program Berjalan sesuai dengan Kesepakat-an
	PR Bidang Kerjasama dan Operasi-onal

Unit Kerja Terkait
	100%


D.
Indikator Hasil Kerja dan Pengukuran Kegiatan Monev

	No
	Butir Kegiatan
	Waktu
	Hasil Kerja
	Petugas
	Akurasi

	1
	· Menentukan tujuan Monitoring dan Evaluasi 

· Mengidentifikasi unit kerja & staf yang akan masuk dalam TIM.

· Menentukan Tim Monev.
	1 hari
	Ketentuan tentang Tujuan dan terbentuknyaTim Monev
	PR Bidang Operasional
	100

	2
	· Mengundang unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan program.

· Menentukan aspek dan unsur Monev 
	1 hari
	Ketentuan tentang Aspek, Unsur, sasaran, responden, jadwal, dan biaya Monev
	Tim Monev


	100^%

	3
	· Menentukan jadwal dan perkiraan biaya Monev.

· Menentukan sasaran dan responden Monev.
	
	
	
	

	4
	· Menentukan metode yang akan digunakan.

· Menyusun instrumen yang akan digunakan.
	1 hari
	Metode dan Instrumen yang akan digunakan
	Tim Monev
	100%

	5
	· Membuat surat tugas pelaksanaan Movev.

· Memberikan pengarahan kepada Petugas Monev.

· Menggandakan instrumen yang akan digunakan.

· Melaksanaan Monev baik di UT Pusat maupun di UPBJJ-UT 
	1 hari

1 hari

Sesuai kebutuhan
	Surat Tugas Monev

Instrumen yg telah digandakan

Monev berjalan dgn baik
	PR Bidang Operasional

Tim Monev

Tim Monev
	100%

	6
	· Mengumpulkan instrumen Monev yang telah diisi.

· Melakukan analisis data.

· Menentukan sistematika pelaporan.

· Menyusun laporan Monev.

· Menyampaikan laporan Monev kepada PR Bidang Operasional dan PR Bidang Kerjasama.
	1 hari

3 hari

1 hari

5 hari

1 hari
	Data mentah

Data teranalisis

Laporan Monev


	Tim Monev

Tim Monev

Tim Monev

Tim Monev
	100%


VI. PENUTUP

Pedoman Kerjasama ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama dan kemitraan. Pedoman ini disusun agar dapat menjamin terlaksananya tugas dan menjamin tercapainya tujuan. Sehubungan dengan itu diperlukan pemahaman dan komitmen bersama pada semua tingkat dan semua unit.

Pelaksanaan kerjasama merupakan kegiatan yang paling menentukan bagi meningkatnya angka partisipasi mahasiswa Universitas Terbuka, Oleh karena itu setiap unsur harus mengetahui upaya-upaya atau tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. 

Dalam pelaksanaan pedoman kerjasama ini sudah tentu masih ada kekurangannya di sana sini. Untuk itu diharapkan dengan sangat agar semua unsur yang pernah melaksanakan pedoman ini agar mencatat kelemahan-kelemahan atau kekurangannya untuk dijadikan bahan masukan perbaikan di masa yang akan datang. Masukan-masukan tersebut harap diberikan kepada Pembantu Rektor Bidang Kerjasama dengan tembusan Tim Simintas.

Lampiran 1

Instrumen Check List Monitoring dan Evaluasi

Tahap Perintisan

Mitra Kerjasama
:

Fokus/Jenis Kerjasama
:

Tanggal Monev


:

	No
	Unsur
	Terlaksana
	Waktu*
	Ken-dala
	Sim-pulan

	
	
	krg
	ckp
	baik
	
	
	

	1
	Perintisan Kerjasama
	
	
	
	
	
	

	2
	Penyusunan proposal Kerjasama 
	
	
	
	
	
	

	3
	Pembahasan proposal kerjasama
	
	
	
	
	
	

	4
	Pengajuan rencana kerjasama
	
	
	
	
	
	

	5
	Penelaahan rencana kerjasama
	
	
	
	
	
	

	Catatan Lapangan:

* tgl …..s/d….-…-…




Lampiran 2

Instrumen Check List Monitoring dan Evaluasi

Tahap Pengesahan

Mitra Kerjasama
:

Jenis Kersama
:

Tanggal Monev
:

	No
	Unsur
	Terlaksana
	Waktu
	Ken-dala
	Sim-pulan

	
	
	krg
	ckp
	baik
	
	
	

	1
	Pembentukan Tim Penyusunan naskah MOU/kerjasama
	
	
	
	
	
	

	2
	Penyusunan draft naskah MOU/Kerjasama
	
	
	
	
	
	

	3
	Pembahasan naskah MOU/Kerjasama
	
	
	
	
	
	

	4
	Penandatanganan Naskah MOU/Kerjasama
	
	
	
	
	
	

	Catatan lapangan:

* tgl …..s/d….-…-…



Lampiran 3

Instrumen Check List Monitoring dan Evaluasi

Tahap Pelaksanaan

Mitra Kerjasama
:

Jenis Kersama
:

Tanggal Monev
: 

	No
	Unsur
	Terlaksana
	Waktu* 
	Ken-dala
	Sim-pulan

	
	
	krg
	ckp
	baik
	
	
	

	1
	Pembentukan Tim Teknis 
	
	
	
	
	
	

	2
	Penyusunan  draft JUKLAK dan/atau JUKNIS
	
	
	
	
	
	

	3
	Pembahasan Juklak dan/atau Juknis
	
	
	
	
	
	

	4
	Penandatanganan Juklak dan/atau Juknis
	
	
	
	
	
	

	5
	Pelaksanaan kerjasama* misalnya

a. registrasi

b. alih kredit

c. tutorial

d. UAS

e. Distribusi BA

f. Pembiayaan

g. Dll
	

	
	h. 
	
	
	
	
	
	

	
	i. 
	
	
	
	
	
	

	
	j. 
	
	
	
	
	
	

	
	k. 
	
	
	
	
	
	

	
	l. 
	
	
	
	
	
	

	
	m. 
	
	
	
	
	
	

	Catatan lapangan:

* tgl …..s/d….-…-…
**diisi dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kerjasama



Lampiran  4
Kisi-kisi Format Naskah Memorandum Kesepakatan


Kisi-kisi format Naskah Memorandum Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai acuan pembuatan Naskah Memorandum Kesepakatan antara UT dengan institusi lain. 

1. Judul Naskah 


Judul naskah ada 2 alternatif (pilihan) yang dapat dipergunakan yaitu pertama Memorandum Kesepakatan dan kedua, Piagam Kesepakatan  atau judul lain yang disepakati dengan mitra kerjasama. 

2. Nomor Naskah 


Nomor naskah terdiri dari 2 (dua) macam yaitu nomor yang berasal dari UT dan nomor yang berasal dari mitra kerjasama. Nomor disusun secara vertikal dan dibatasi oleh garis pemisah. Nomor yang berada di atas garis pemisah adalah nomor yang berasal  dari Pihak Pertama dan yang berada di bawah garis pemisah adalah nomor yang berasal dari Pihak Kedua. 

3. Nama Lembaga 


Komponen ini mencantumkan nama  UT dan mitra yang akan bekerjasama. Susunan nama UT dan mitra kerja mengikuti susunan nomor naskah.

4. Pernyataan Sepakat 



Komponen ini memuat keterangan tentang pernyataan sepakat untuk mengadakan kerjasama yang akan ditindaklanjuti oleh perjanjian-perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memorandum kesepakatan.

5. Ruang Lingkup

Komponen ini memuat jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak.

6. Masa Berlaku



Masa berlaku memorandum kesepakatan wajib dicantumkan dalam naskah.

7. Waktu dan tempat 



Komponen ini menjelaskan waktu dan tempat penandatanganan.


8.    Penutup

Komponen ini mencantumkan Jabatan, nama pejabat yang menandatangani naskah memorandum kesepakatan dan kolom tanda tangan pejabat kedua belah pihak. Kolom tanda tangan pihak pertama berada disebelah kiri sedangkan kolom tanda tangan pihak kedua berada di sebelah kanan.

Lampiran 5

Kisi-kisi Format Naskah Perjanjian Kerjasama


Kisi-kisi format Naskah Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai acuan pembuatan Naskah Perjanjian Kerjasama antara UT dengan institusi lain. Naskah ini bersifat mutlak dan komponennya mencakup: 

A. Judul Naskah 

Judul Naskah adalah Perjanjian Kerjasama  antara Universitas Terbuka dengan .............. (nama mitra kerjasama).

B. Nomor Naskah 


Nomor naskah terdiri dari 2 (dua) macam yaitu nomor yang berasal dari UT dan nomor yang berasal dari mitra kerjasama. Nomor disusun secara vertikal dan dibatasi oleh garis pemisah. Nomor yang berada di atas garis pemisah adalah nomor yang berasal  dari Pihak Pertama dan yang berada di bawah garis pemisah adalah nomor yang berasal dari Pihak Kedua. 

C. Bidang Kerjasama 


Komponen ini mencantumkan bidang yang akan dikerjakan bersama-sama oleh UT dan mitra kerjasama. 

D. Keterangan dan Identitas



Komponen ini memuat keterangan tentang waktu, tempat, instansi, dan pejabat yang akan menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama.

E. Dasar Pertimbangan



Komponen ini memuat kompetensi dan jasa yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, manfaat yang diperoleh dan hal-hal lain yang mendorong diadakannya kerjasama.

F. Tujuan



Komponen ini memuat rincian satu atau beberapa bidang kegiatan Tridarma yang akan dilaksanakan sebagai hasil dari kesepakatan kedua belah pihak.

G. Penjelasan Istilah


Jika memang diperlukan, komponen ini dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengertian tentang istilah dan atau singkatan yang dipergunakan oleh kedua belah pihak yang bersifat umum. 

H. Lingkup Kegiatan



Komponen ini memuat jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak.

I. Ketentuan Pelaksanaan



Komponen ini menerangkan bahwa ketentuan pelaksanaan kegiatan lebih lanjut akan diatur dalam Juklak dan atau Juknis.

J. Masa Berlaku



Masa berlaku suatu kerjasama wajib dicantumkan dalam naskah Perjanjian kerjasama.

K. Pembiayaan



Komponen ini menjelaskan secara umum pihak yang harus menanggung biaya atau menyebutkan aturan pembiayaan secara tersendiri dalam Juklak dan Juknis.


L. Force Majeure



Komponen ini harus menyebutkan “keadaan memaksa” yang mengakibatkan keseluruhan atau sebagian dari perjanjian kerjasama tidak dapat berlaku (misalnya: bencana alam atau pemberontakan)

M. Penyelesaian Perselisihan dan Addendum



Komponen ini berisi :

1.
penjelasan tentang langkah, cara dan tempat penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

2.
addendum, dan persyaratan yang harus dipenuhi, serta hal lain yang perlu diatur lebih lanjut.

N. Penutup

Komponen ini mencantumkan Jabatan, nama pejabat yang menandatangani naskah Perjanjian Kerjasama dan kolom tanda tangan pejabat kedua belah pihak. Kolom tanda tangan pihak pertama berada disebelah kiri sedangkan kolom tanda tangan pihak kedua berada di sebelah kanan.

Lampiran 6

Kisi-kisi Format Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis

Kisi-kisi format Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Kerjasama ini di maksudkan sebagai acuan pelaksanaan dan petunjuk teknis Kerjasama antara UT dengan institusi lain. Komponennya mencakup:

A. Judul Naskah 

Judul Naskah Juklak dan/atau Juknis Kerjasama  adalah Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama antara Universitas Terbuka dengan .........(nama mitra kerjasama).

B. Nomor Naskah 


Nomor naskah terdiri dari 2 (dua) macam yaitu nomor yang berasal dari UT dan nomor yang berasal dari mitra kerjasama. Nomor disusun secara vertikal dan dibatasi oleh garis pemisah. Nomor yang berada di atas garis pemisah adalah nomor yang berasal  dari Pihak Pertama dan yang berada di bawah garis pemisah adalah nomor yang berasal dari Pihak Kedua. 

C. Bidang Kerjasama 


Komponen ini mencantumkan bidang kerjasama yang akan dilaksanakan oleh UT dan mitra kerja.

D. Keterangan dan Identittas 

Komponen ini memuat keterangan tentang waktu, tempat, instansi, dan pejabat yang akan menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan/atau Petunjuk Teknis Kerjasama. 

E. Penjelasan Istilah

Bagian ini memberikan penjelasan yang rinci tentang istilah yang dipakai dalam kerjasama. Penjelasan istilah perlu diberikan agar tidak menimbulkan salah pengertian atau salah penafsiran di antara kedua pihak yang bekerjasama

F. Maksud dan Tujuan

Bagian ini menguraikan dua hal pokok yang terkait dengan maksud dan tujuan kerjasama:

1. Memberikan gambaran dan kejelasan tentang hasil kesepakatan dan persetujuan kerjasama antara mitra dengan UT

2. Sebagai pedoman agar pelaksanaan kerjasama dapat berjalan dengan baik.

G. Dasar Pertimbangan

Bagian ini menjelaskan dasar pertimbangan dibuatnya Juklak dan Juknis. Hal-hal yang harus dijelaskan termasuk mengapa kerjasama perlu dilaksanakan, manfaat yang diperoleh, berbagai pertimbangan lainnya dari sudut pandang ekonomis, biaya, pengembangan citra kelembagaan. Dalam bagian ini disebutkan pula nomor dan tanggal perjanjian kerjasama sebagai dasar penyusunan Juklak dan Juknis. Apabila tidak ada/belum ada perjanjian kerjasama, maka disebutkan nomor Kontrak Kerja atau Nomor Surat Penugasan.

H. Penyelenggaraan Kegiatan

Bagian ini menjelaskan kegiatan hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Ketentuan Umum

a. Jenis kerjasama

b. Pelaksanaan yang diatur dalam Juknis

2. Persiapan Kegiatan

3. Pelaksanaan Kegiatan

a. Administrasi akademik

· Kurikulum/program studi yang sesuai

· Pesyaratan dan seleksi peserta didik

· Registrasi

· Alih kredit

b. Proses Belajar

· Bahan belajar dan suplemen

· Tutorial

· Evaluasi/ujian

c. Uraian Tugas Unit Terkait

· UPBJJ

· Puskom

· Pusat Distribusi

· Fakultas

4. Jasa dan Pelayanan lain

a. Konsultasi

b. Penelitian

c. Pengabdian pada masyarakat

d. Pelatihan

e. Sertifikasi

I. Rincian Biaya

Komponen biaya adalah salah satu bagian yang sangat penting dan rumit dalam kerjasama. Biaya yang dikeluarkan oleh mitra kerja dikembalikan dalam bentuk pelayanan kepada mitra kerjasama. Bagi UT, perhitungan biaya harus dilakukan secara teliti sehingga lembaga tidak mengeluarkan beban biaya tambahan melebihi yang sudah diperhitungkan dalam kontrak kerja.

Komponen biaya bermacam-macam, tergantung pada jenis dan bentuk kerjasama yang dikembangkan. Sekalipun tidak semua komponen selalu diperhitungkan, secara umum komponen biaya ini meliputi hal seperti berikut:

1. Biaya Tetap Pengembangan 

Biaya tetap pengembangan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengembangan suatu program atau kegiatan. Biaya ini merupakan suatu investasi awal yang harus dikeluarkan, berapa jumlah orang atau mahasiswa yang akan diikutsertakan dalam kemitraan. Komponen biaya ini diperuntukkan bagi kegiatan sebagai berikut:

a. Investasi awal infrastruktur: pembangunan ruangan, komputer, sarana dan prasarana telekomunikasi, alat perkantoran.

b. Analisis kebutuhan: survey pasar, analisis kebutuhan pelatihan/program

c. Pembuatan Buku Pedoman Pengelolaan dan Pedoman Peserta/Katalog

d. Pengembangan kurikulum (termasuk RMK dan GBPP)

e. Pengembangan paket bahan ajar multimedia

2. Biaya Variabel

Biaya variabel adalah biaya yang harus ditanggung sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dan jumlah peserta suatu program atau kegiatan. Komponen biaya variabel adalah sebagai berikut:

a. Registrasi

b. Buku Panduan

c. SPP/penyelenggaraan program

d. Bahan ajar multimedia

e. Pelaksanaan tutorial

f. Pelaksanaan ujian

g. Monitoring dan evaluasi

3. Institutional Fee dan Management Fee

a. Kerjasama dan kemitraan bersifat saling menguntungkan sehingga kelangsungan hidup lembaga dan kemampuan profesional staf berkembang serta mendapatkan peng-hargaan dengan baik. Ada dua macam fee yang harus dibedakan secara tegas yaitu institutional fee dan management fee.

b. Yang dimaksud dengan Insititutional fee adalah dana yang ditarik dari kerjasama dan perbantuan keahlian, diserahkan kepada Universitas sebagai kompensasi penggunaan dan pemeliharaan sarana-prasarana dan SDM UT yang digunakan dalam kegiatan tersebut. 

c. Yang dimaksud dengan manajemen fee adalah sejumlah dana yang ditarik dari perbantuan keahlian, diperuntukkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses perintisan, persiapan dan pelaksanaan kerjasama. Dana tersebut disediakan sebagai penghargaan dan imbalan terhadap kontribusi para pengelola yang terlibat dalam kegiatan kerjasama.

d. Institusional fee dan manajemen fee dikenakan  pada kerjasama antara UT dengan lembaga di luar UT, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun institusi (unit). Kerjasama yang dilakukan individu (staf UT) dapat berupa perbantuan keahlian atas permintaan lembaga lain, yang bersifat insidental, rutin ataupun jangka panjang.

e. Persentasi fee dihitung dari hasil bersih (netto) setelah dipotong pajak dan pengeluaran-pengeluaran lain, seperti perjalanan dinas, pengadaan barang dan lain-lain bagi pemberi kerja

f. Jumlah persentasi untuk kedua jenis fee tersebut berkisar antara 15 sampai dengan 20 persen.

g. Fee ditentukan berbeda bagi jenis kegiatan berdasarkan penerima manfaat kerjasama sebagai berikut:

	     Pelaksana  Kegiatan           

Manfaat 

Kegiatan
	Institusional Fee
	Manajemen Fee

	
	Unit
	Kelompok
	Indivi du
	Unit 
	Kelompok
	Indivi du

	Penerima manfaat utama sepenuhnya UT
	
	
	
	
	
	

	UT dan Mitra menerima manfaat seimbang
	10%
	10%
	15%
	10%
	10%
	

	Penerima manfaat sepenuhnya instansi pemberi kerja/di luar UT
	10%
	10%
	15%
	10%
	10%
	


h. Institusional fee untuk perbantuan keahlian oleh individu diusahakan dibayar “on-top” oleh instansi pemberi kerja, diluar imbalan atau honor yang diterima oleh pelaksana kegiatan.

i. Kerjasama yang dilaksanakan oleh kelompok atau unit (institusi) dilakukan melalui Memorandum Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama antara Universitas Terbuka dengan lembaga pemberi (mitra) kerja, sedangkan untuk perbantuan keahlian oleh individu dilakukan dengan surat tugas dari Rektor.

J. Monitoring dan Evaluasi Program

Beberapa hal yang harus tercakup dalam monitoring dan evaluasi program meliputi:

1. Tujuan

2. Pelaksana

3. Frekuensi

4. Pelaporan

K. Addendum dan jangka waktu


Dalam komponen ini berisi addendum, tanggal mulai berlakunya, batas akhir Juklak dan atau Juknis dan hal lain yang perlu diatur lebih lanjut

L. Penutup

Komponen ini mencantumkan Jabatan, nama pejabat yang menandatangani naskah Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan kolom tanda tangan pejabat kedua belah pihak. Kolom tanda tangan pihak pertama berada disebelah kiri sedangkan kolom tanda tangan pihak kedua berada di sebelah kanan.

Lampiran 6

FORMAT STATUS KEGIATAN (FSK)
Lampiran 7
UNIT TERKAIT

1. Rektor

2. Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama, Humas, dan Pengembangan Institusi

3. Pembantu Rektor Bidang Operasional

4. Unit Kerja

5. Staf Unit Kerja















































































































Pengajuan rencana kerjasama





Penelahaan rencana kerjasama





Setuju? ?





Tahap Pengesahan





Proposal





Layak ?





Pembahasan proposal kerjasama








Perintisan kerjasama








Penyusunan proposal kerjasama








Mulai





Penanandatangan Naskah MOU/ PKS





Tahap Penyelenggaraan





Draft MOU





Pembentukan Tim Penyusunan Naskah MOU








Penyusunan Draft Naskah MOU








Pembahasan Naskah MOU








Sepakat ?





Mulai





Pelaksanaan PKS, Juklak dan Juknis





Tahap Monitoring dan Evaluasi





Penanandatangan Juklak dan Juknis





Draft Juklak dan Juknis





Penyusunan Draft Julak dan Juknis








Pembahasan Juklak dan Juknis








Sepakat ?





Pembentukan Tim Teknis








Mulai





Draft Juklak dan Juknis





Selesai





Pelaksanaan Monev





Penyusunan Laporan Monev





Pembentukan  Tim Monev








Penentuan aspek dan unsur Monev








Penentuan jadwal dan responden








Penyiapan instrumen





Mulai
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